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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kebijakan perdagangan bebas telah teruji selama ratusan tahun. Dengan 

memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk mendapatkan akses yang sama ke 

semua pasar, yang dimana, hal ini menjamin alokasi sumber daya yang paling efisien 

dan harga termurah untuk konsumen. Ini juga berarti mengurangi tarif, dan kuota, dan 

bentuk-bentuk proteksionisme lainnya yang mencegah negara-negara untuk berdagang 

barang secara bebas. Retorika liberal Barat dalam menjalankan teori dasar ini 

menunjuk ke lembaga internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia untuk 

mempromosikan perdagangan barang bebas, dan Bank Dunia untuk memberikan kredit 

untuk proyek-proyek pembangunan.  

Kerjasama antar negara yang terjadi pada masa sekarang ini merupakan salah 

satu dampak dari globalisasi, baik dalam lingkup regional maupun antar-regional. 

Bentuk kerjasama ini juga beragam dari perdagangan internasional, investasi, 

perdagangan jasa, kerjasama lingkungan, hingga membentuk Free Trade Agreement 

(FTA). FTA adalah perjanjian antar negara untuk menghapus hambatan perdagangan 

seperti tarif dan kuota impor. 

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menjalankan 

regionalisme ekonomi sejak awal 1990-an. Ini dimulai dengan proses integrasi sendiri 

melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 1992 dan 



	

Universitas Pelita Harapan 2 
	

kemudian, pada tahun 2003, memperluas proses tersebut ke bentuk kerja sama ekonomi 

yang lebih dalam dan lebih luas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Terlepas dari upaya-upaya semacam itu, FTA di kawasan ini belum sepenuhnya 

mendukung integrasi yang didorong oleh pasar yang terjadi melalui perdagangan, 

investasi asing langsung (FDI), jaringan produksi, dan rantai pasokan. Yang paling 

penting, perusahaan multi-nasional (MNC) tetap kurang memahami mekanisme 

mengenai FTA-FTA ini, yang mengarah pada tingkat pemanfaatan preferensi FTA 

yang rendah (Kawai dan Wignaraja 2011; Hu 2013; Bank Dunia 2013). Rendahnya 

tarif dapat dikaitkan dengan kurangnya informasi di antara bisnis, margin preferensi 

yang rendah, prevalensi hambatan non-tarif dan daftar pengecualian, dan berbagai 

aturan asal akan suatu produk (ROO) yang semuanya telah menyebabkan penundaan 

dan biaya administrasi yang tinggi. 

Ini telah menyebabkan para pembuat kebijakan untuk memulai inisiatif baru 

dari FTA yang dapat dikatakan menyeluruh, yang dinamai perjanjian Regional 

Comprehensive Ecnomic Partnership (RCEP). RCEP dikatakan agak tidak lazim dan 

tidak termasuk dalam kategori yang sama dengan perjanjian bilateral atau plurilateral 

lainnya. Sebaliknya, RCEP menandakan pengaturan kerja sama ekonomi regional yang 

belum pernah terjadi sebelumnya di antara 16 negara yang sebagian besar sedang 

berkembang dan memiliki implikasi untuk regionalisme dan Organisasi Perdagangan 

Dunia (WTO), dan untuk keseimbangan kekuatan ekonomi di antara blok perdagangan 

utama. RCEP memiliki potensi untuk menyelaraskan peraturan dan regulasi di 

beberapa FTA yang tumpang tindih di wilayah tersebut, sehingga berfungsi sebagai 
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blok bangunan untuk sistem perdagangan multilateral. Ini juga memiliki potensi untuk 

menciptakan paradigma baru untuk regionalisme ekonomi dengan membentuk dasar 

untuk Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP). Namun, jika negosiasi 

RCEP tidak dilakukan dengan visi besar dalam pikiran, potensi ini tidak mungkin 

terwujud.  

ASEAN, sebagai pemimpin dalam negosiasi ini, telah menyebutkan bahwa 

RCEP mencakup prinsip fleksibilitas, yang dapat mendukung atau menghambat proses 

negosiasi. Selain itu, pernyataan seperti "perjanjian dapat dicapai secara berurutan 

melalui usaha tunggal atau melalui modalitas lain yang disepakati" dan "perjanjian 

tersebut akan memberikan perlakuan khusus dan berbeda untuk Negara-negara 

Anggota ASEAN" (Sekretariat ASEAN 2011), adalah bukti budaya pengelompokan 

dan gaya unik proses pengambilan keputusan. 

1.1.1. Inisiasi RCEP 

Fenomena pembentukan kerjasama antar bangsa juga terjadi di kawasan Asia 

Tenggara dengan munculnya perjanjian-perjanjian antar negara. Melalui pembentukan 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau yang lebih di kenal dengan 

ASEAN, regional ini kemudian melakukan perjanjian-perjanjian dengan bangsa lain, 

yang pada akhirnya terbentuklah suatu organisasi atau rezim internasional pada level 

regional. Integrasi ekonomi suatu wilayah dikategorikan ke dalam dua dimensi, yaitu 

integrasi yang dipimpin oleh penguatan perdagangan dan investasi intra-regional, dan 

integrasi melalui perjanjian yang mengikat secara hukum seperti FTA.  
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Pada KTT ASEAN ke-19 pada November 2011, sebuah keputusan dicapai 

untuk membentuk FTA yang melibatkan enam belas negara - sepuluh negara anggota 

ASEAN, Cina, Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru, yang kemudian 

lebih dikenal dengan ASEAN+6, di bawah kerangka kerja RCEP. Tujuan RCEP adalah 

untuk mencapai kesepakatan kemitraan ekonomi yang komprehensif dan saling 

menguntungkan yang konsisten dan transparan, dan diharapkan untuk melibatkan 

keterlibatan yang lebih dalam antara ASEAN dan mitra FTA (dan kemudian dengan 

mitra ekonomi eksternal lainnya) (Sekretariat ASEAN, 2011). Tujuan ekonomi yang 

lebih luas dari RCEP adalah untuk memperluas partisipasi anggota dalam jaringan 

produksi regional dan global serta meminimalkan biaya transaksi untuk bisnis dan 

inefisiensi yang diciptakan oleh berbagai perjanjian perdagangan yang berbasis di 

ASEAN, dimana sentralisasi ASEAN adalah salah satu motivasi terbesar untuk 

proposal ASEAN tentang RCEP pada tahun 2011 untuk memperoleh keuntungan baik 

secara politik maupun ekonomi (Basu Das 2013a). 

Pada KTT selanjutnya pada bulan November 2012, Para Pemimpin ASEAN+6 

mendukung prinsip-prinsip panduan, yang mencantumkan delapan bidang negosiasi 

perdagangan barang, jasa, dan investasi, kerja sama ekonomi dan teknis, kekayaan 

intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa, dan tujuan untuk perbaikan signifikan 

atas ASEAN+1 FTA yang ada. Dokumen hasil keluaran dari KTT tersebut lebih lanjut 

menyebutkan bahwa negosiasi itu terbuka untuk “termasuk isu-isu lain yang dicakup 

oleh FTA di antara negara-negara peserta RCEP”. Oleh karena itu, kemitraan ini 

bertujuan untuk perbaikan signifikan atas “ASEAN Plus” FTA yang ada yang sejauh 
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ini berfokus pada prinsip liberalisasi perdagangan yang lebih tradisional dalam 

meningkatkan akses pasar untuk barang, jasa, dan investasi (Scollay 2012; Sally 2013). 

Para pemimpin dari enam belas negara ini kemudian memutuskan untuk meluncurkan 

negosiasi RCEP pada Mei 2013 di Brunei Darussalam, dengan tanggal akhir yang 

diusulkan untuk penyelesaian negosiasi yaitu pada akhir 2015. 

1.1.2. Asal Mula Inisiasi RCEP 

Ide awal dari pembentukan RCEP ini dapat dilihat sebagai reaksi terhadap 

perdebatan tentang Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur (EAFTA), yang 

didasarkan pada pertemuan ASEAN+3 (diinisiasi oleh China), dan Kemitraan 

Ekonomi Komprehensif untuk Asia Timur (CEPEA), yang didasarkan pada model 

KTT Asia Timur (EAS) (diinisiasi oleh Jepang) (Basu Das 2012).  

Pada awal tahun 2001, East Asia Vision Group (EAVG) merekomendasikan 

pembentukan EAFTA kepada para pemimpin ASEAN+3. Hal ini kemudian menjadi 

topik panas pada tahun 2004 ketika para Menteri Ekonomi ASEAN+3 memutuskan 

untuk membentuk kelompok pakar yang diprakarsai oleh Cina untuk melakukan studi 

kelayakan. Para kelompok pakar perekonomian ini, pada tahun 2006, 

merekomendasikan bahwa manfaat ekonomi dari EAFTA akan melebihi manfaat dari 

AFTA, setiap ASEAN+1 FTA, atau pengaturan bilateral dan sub-regional lainnya. 

Laporan tersebut merekomendasikan bahwa EAFTA harus komprehensif, 

berstandar tinggi dan dinegosiasikan sebagai upaya tunggal. Laporan ini juga 

merekomendasikan bahwa EAFTA dapat melampaui FTA Asia Timur yang ada, dan 

harus dibentuk di antara negara-negara ASEAN+3 terlebih dahulu, dan kemudian 
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diperluas ke negara-negara lain di kawasan ini. Kelompok itu mendesak para pemimpin 

Asia Timur untuk segera memulai proses pembentukan EAFTA. Namun, tidak banyak 

tindakan yang dilakukan terhadap rekomendasi yang diberikan dalam laporan yang 

diberikan pada 2006 (ASEAN Secretariat Resource Centre). Pada tahun 2009, dengan 

latar belakang krisis ekonomi global 2008 dan proliferasi cepat FTA di antara negara-

negara Asia Timur. Kemudian, Korea melakukan studi EAFTA Tahap II. Studi ini 

menunjukkan bahwa EAFTA akan membantu meningkatkan ketahanan ekonomi 

regional Asia Timur terhadap guncangan eksternal dan mempertahankan pertumbuhan 

ekonomi regional. Ini juga dapat membantu mengatasi masalah yang disebabkan oleh 

proliferasi FTA dengan ROO yang berbeda dan perjanjian yang tumpang tindih yang 

telah mengakibatkan peningkatan biaya transaksi untuk perdagangan intra-regional dan 

kenaikan biaya produksi untuk jaringan produksi di Asia Timur. Lebih lanjut 

direkomendasikan bahwa EAFTA harus mengadopsi strategi bertahap dan realistis dan 

harus dimulai dengan konsolidasi dari tiga FTA ASEAN+1 yang ada. Laporan ini 

menekankan pentingnya langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi nyata 

yang dapat membantu semua negara yang berpartisipasi sepenuhnya menyadari 

manfaat dari EAFTA (ASEAN Sekretariat Resource Center). 

Sementara itu, Jepang juga melakukan penelitian dan mengusulkan pendekatan 

alternative berupa Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA), 

berdasarkan kerangka EAS sebelumnya yang didirikan pada tahun 2006. Kelompok 

studi dibentuk pada 2007 untuk menyiapkan laporan rekomendasi untuk para Menteri 

Ekonomi ASEAN+6. Laporan tersebut, disajikan pada 2008, berargumen bahwa 

kemitraan ekonomi regional yang lebih luas yang mencakup India, Australia, dan 
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Selandia Baru akan menciptakan keuntungan lebih besar daripada FTA regional 

lainnya. Studi ini menetapkan tujuan CEPEA untuk memperdalam integrasi ekonomi, 

mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mencapai pembangunan berkelanjutan 

melalui tiga pilar kerja sama ekonomi, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan 

liberalisasi perdagangan dan investasi, serta pengembangan kelembagaan. 

Setelah studi-studi ini, pada perhelatan EAS ke-4 pada Oktober 2009, para 

pembuat kebijakan ditugaskan untuk mempertimbangkan rekomendasi studi EAFTA 

dan CEPEA. Pada bulan Agustus 2011, para Menteri Ekonomi EAS menyambut 

kerjasama Cina dan Jepang melalui “Inisiatif untuk Mempercepat Pembentukan 

EAFTA dan CEPEA”. Untuk mengakhiri perdebatan, pada November 2011, ASEAN 

mengusulkan modelnya sendiri untuk FTA regional yang berpusat pada ASEAN yaitu 

RCEP. 

Inisiatif EAFTA dan CEPEA Inisiatif ASEAN 

ASEAN+3 (EAFTA): ASEAN + Cina, 

Jepang, Korea  (Cina sebagai sentral)  

 

ASEAN+6 (CEPEA):  ASEAN + Cina, 

Jepang, Korea, India, Australia, New 

Zealand (Jepang sebagai sentral) 

 

1.1.3. Institusionalisasi ASEAN+6 Melalui RCEP 

RCEP	

ASEAN	sebagai	

sentral	



	

Universitas Pelita Harapan 8 
	

Perjanjian RCEP dicanangkan untuk mendukung jaringan produksi yang 

berkembang di kawasan ini, di mana proses produksi telah terpecah-pecah di beberapa 

negara, tergantung pada keunggulan komparatif dan biaya perdagangan lintas batas. 

Upaya sebelumnya dari kerja sama ekonomi komprehensif oleh pembuat kebijakan di 

kawasan, menghasilkan koeksistensi dari beberapa pengaturan bilateral dan plurilateral 

seperti ASEAN+1 FTAs. Hal ini menyebabkan masalah efek "noodle bowl" - situasi di 

mana ada aturan dan peraturan yang saling terkait dan tumpang tindih, seperti: a) 

modalitas dan kerangka waktu yang berbeda untuk konsesi tarif; b) preferensi tarif 

yang berbeda di seluruh produk dan FTA; dan c) berbagai ROO dan sistem administrasi 

(Kawai dan Wignaraja 2009). Ini membatasi para pemangku kepentingan untuk 

memanfaatkan potensi penuh FTA yang mana kemudian mengecilkan hati sektor 

swasta, terutama usaha kecil dan menengah, dari sepenuhnya menggunakan sistem 

preferensi (Fukunaga dan Isono 2013; Kawai dan Wignaraja 2013). RCEP diatur untuk 

membahas efek “noodle bowl” ini melalui peraturan dan regulasi di kawasan ini, 

dengan merampingkan dan menyelaraskannya, dan dengan demikian memfasilitasi 

aliran perdagangan yang lebih lancar. 

Ke enambelas negara ini sangat besar dalam hal populasi (Tabel 1). 

Dibandingkan dengan Area Perdagangan Bebas lainnya di Amerika Utara (NAFTA) 

dan Uni Eropa (UE), rasio negara peserta RCEP ini dalam total populasi dunia adalah 

49,6 persen, atau sekitar tujuh kali lebih besar dari rasio NAFTA atau UE (Pusat Data 

Statistik Bank Dunia).  
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Tabel 1: Rasio Populasi  

Year 

Region 

1985 1990 1995 2000 2005 

RCEP 49.76  49.9 49.89 49.94 49.58 

NAFTA 7.06  6.91 6.88 6.86 6.79 

EU 9.66  9.03 8.49 8.05 7.71 

Sumber: Pusat Data Statistik Bank Dunia 2012 

Dari sisi Gross Domestic Product atau yang lebih dikenal dengan PDB dan 

perdagangan, negara peserta ini pun tidak kalah besar rasionya dibanding NAFTA dan 

UE. 

Tabel 2: Rasio Pendapatan (Dalam Triliun dan US$) 

 ASEAN+6 NAFTA EU 

Pendapatan 
Nasional Bruto 
(PNB) 

21,006 14,596 10,387 

Persentase 
terhadap PNB 
global 

34.39 23.89 17.00 

Pendapatan 
Domestik Bruto 
(PDB) 

10,036 12,589 9,082 
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Persentase 
terhadapa PDB 
Global 

26.05 34.59 24.95 

Sumber: Pusat Data Statistik Bank Dunia 2012 

Keberadaan negara-negara ASEAN+6 inipun dalam perekonomian dunia telah 

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sangat menarik untuk dicatat bahwa 

beberapa negara yang kurang berkembang menunjukkan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi. Misalnya, selama 2000-2005, Cina tumbuh 9,35 persen, Myanmar 9,16 persen, 

Kamboja 9,04 persen, Vietnam 7,37 persen, India 6,49 persen, dan PDR Laos 6,16 

persen (Pusat Data Statistik Bank Dunia 2000-2005). 

Perdagangan yang terus berkembang dan meluas oleh negara-negara ini 

menjadi indikator lain dari posisi ASEAN+6 dalam ekonomi global. Terutama, dua 

negara yang paling berkembang di wilayah ini, yaitu Cina dan India, yang telah 

mencatat kecepatan besar dalam ekspansi volume perdagangan. Berdasarkan Data 

Pusat Data Statistik Bank Dunia tahun 2012, ASEAN+6 menyatukan ekonomi yang 

menyumbang US $ 21,2 triliun PDB pada 2012 atau 28% dari total global dan 3,4 

triliun orang atau sekitar 47% dari total global. Dalam hal perdagangan global, pada 

2012, ekonomi anggota RCEP bersama-sama menyumbang sebagai berikut: 

 29,0% dari impor barang global dan 28,7% dari ekspor barang global; 

 15,0% dari saham investasi asing langsung asing (FDI) global dan 12,4% 

dari saham FDI global keluar; 

 25,0% dari impor layanan komersial global dan 20,7% dari ekspor layanan 

komersial global. 
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Sementara ASEAN telah membentuk hubungan perdagangan yang kuat dengan 

negara-negara partner dagangnya di kawasan ini, perdagangan di antara tiga kutub 

ekonomi non-ASEAN di kawasan ini, yaitu (i) Cina, Jepang, Korea, (ii) India, (iii) 

Australia dan Selandia Baru, juga menunjukkan pertumbuhan yang mencolok dalam 

beberapa tahun terakhir. Dengan rasio besar perdagangan intra-regional masing-

masing negara, perdagangan intra-regional ASEAN+6 secara keseluruhan telah 

tumbuh lebih cepat daripada NAFTA dan UE. Meskipun rasio intra-regional lebih 

tinggi di UE daripada ASEAN+6, perdagangan intra-regional ASEAN+6 ini sama 

dinamisnya dengan di NAFTA.  

Gambar 1:Gafik Perdagangan Intra-Regional, Pengelompokan Regional Utama 

 

Aspek lain dari perdagangan adalah perdagangan jasa. Sementara statistik 

tentang signifikansi relatif perdagangan regional dalam jasa sangat sulit untuk diisolasi 

dan dibandingkan secara lintas negara, dapat diduga bahwa pangsa pasar regional 

dalam total global suatu negara cenderung penting untuk perdagangan jasa karena baik. 
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Hal ini disebabkan oleh hubungan bisnis yang dikembangkan dan keterkaitan yang erat 

antara perdagangan barang dan perdagangan jasa yang membantu mendukung ekspor 

dan impor barang dagangan. Dalam kasus Australia, misalnya, perdagangan jasa 

regional mewakili 38 persen dari semua impor dan ekspor jasa Australia yang dapat 

diukur. 

Investasi adalah bidang lain di mana hubungan regional cenderung signifikan 

bagi negara-negara ASEAN+6. Lebih dari tiga perempat investasi asing langsung 

(FDI) ke Myanmar berasal dari Asia Timur, sekitar 41 persen FDI ke Kamboja berasal 

dari sumber-sumber Asia Timur, dan 34 persen FDI ke dalam Korea berasal dari 

negara-negara lain di Asia Timur. Cina, salah satu penerima FDI terbesar di dunia, 

menerima $ 11,6 miliar (18,4 persen dari total aliran masuk FDI China pada 2005-06) 

dari negara-negara Asia Timur. Sepenuhnya 46 persen aliran FDI Singapura keluar dan 

48 persen Korea diarahkan ke ekonomi Asia Timur (ASEAN Secretariat Pusat Data 

Statistik tahun 2007). 

Kemajuan yang cukup cepat telah dicapai pada ASEAN + 1 FTA. Antara 

ASEAN dan Cina, perjanjian perdagangan barang ASEAN-China Free Trade Area 

(ACFTA) ditandatangani pada 2004, dan perjanjian perdagangan jasa ditandatangani 

pada Januari 2007. Untuk ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), perjanjian 

perdagangan barang ditandatangani pada tahun 2006, dan perjanjian perdagangan jasa 

ditandatangani pada November 2007. Jepang dan ASEAN juga menyelesaikan 

negosiasi pada November 2007, dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif 

ASEAN-Jepang (AJCEP) ditandatangani pada April 2008. Sebagai ASEAN- Area 
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Perdagangan Bebas Australia dan Selandia Baru (AANZFTA) dan Kawasan 

Perdagangan Bebas ASEAN-India (AIFTA) selesai pada 2010. 

Namun demikian, masih ada masalah ekonomi yang harus dipecahkan di 

wilayah ini. Selain karena tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi dari 

tiap negara yang berpartisipasi juga berbeda-beda. Sementara sejumlah negara di 

kawasan ini telah melakukan industrialisasi yang memberikan porsi PDB dan 

pekerjaan yang tidak dapat diabaikan, misal di Singapura, Brunei, Jepang, dan 

Australia, ada juga negara yang sangat agraris dalam struktur ekonominya dengan 

sektor utama pertanian yang menyediakan mata pencaharian bagi sebagian besar 

penduduk seperti di negara-negara CLMV tetapi juga di Indonesia, Thailand, India, 

dan Cina.  

Negara-negara ini pun masih menghadapi berbagai kesenjangan ekonomi dan 

sosial, dan diperlukan langkah-langkah untuk menjembatani kesenjangan tersebut. 

Keragaman budaya, perkembangan dan struktural dari Negara-negara Anggota 

ASEAN memberikan peluang serta tantangan. Keragaman ini menjadikan ASEAN 

menarik sebagai lokasi untuk jaringan produksi global yang menawarkan sumber daya 

alam, tenaga kerja murah, dan kedekatan dengan konsumen di negara lain. Tantangan 

bagi ASEAN adalah menjadi perantara dan mengimplementasikan langkah-langkah 

integrasi ekonomi spesifik untuk berbagai ekonomi ini. 

RCEP memiliki tujuan progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif 

serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Prinsip dasar 

dari RCEP adalah untuk menyederhanakan aturan-aturan dari FTA-FTA tersebut yang 
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memiliki ketentuan berbeda-beda sehingga menyulitkan pelaku ekonomi untuk 

melakukan transaksi atau bentuk kerjasama lainnya. Sesuai Prinsip Panduan 2, RCEP 

dimaksudkan untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan mitra negosiasi dan 

untuk mewakili "peningkatan signifikan" atas FTA ASEAN+1 yang ada, sambil 

mengakui keadaan individu dan beragam dari negara-negara yang berpartisipasi. 

Negosiasi RCEP dengan demikian menghadapi target bergerak dari apa yang 

disepakati di dalam kawasan secara bilateral, bahkan ketika kesepakatan regional 

sedang dinegosiasikan. 

Pada awalnya RCEP dijadwalkan akan selesai pada akhir tahun 2015 dan mulai 

dijalankan pada tahun 2016. Tetapi target ini tidak bisa dicapai dikarenakan oleh 

keanekaragaman serta kepentingan yang berbeda dari setiap negara anggota yang 

mempengaruhi negosiasi RCEP. Oleh karena itu negosiasi RCEP membutuhkan waktu 

yang lebih dari target yang telah ditetapkan untuk dapat mencapai kesepakatan dalam 

perumusan RCEP.   

Seorang ahli perekonomian dan perdagangan internasional, McKinsey dalam 

studinya  memperkirakan pertumbuhan PDB tahunan antara US $ 280 miliar dan US $ 

615 miliar pada tahun 2030 bagi ASEAN (McKinsey, 2013). Organisasi Perburuhan 

Internasional memperkirakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jika 

diterapkan sepenuhnya, dapat meningkatkan total perdagangan ekspor ASEAN sebesar 

15,7 persen pada tahun 2025, dan menambah 14 juta pekerjaan dalam enam kunci 

ekonomi: Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Thailand dan Vietnam. Dan seiring 

berjalannya waktu, integrasi yang lebih besar akan memungkinkan kawasan untuk 
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memposisikan diri meningkatkan hubungan Cina dan Australia dengan ASEAN 

melalui FTA dan lembaga regional termasuk KTT Asia Timur dan Forum Regional 

ASEAN. Sebaliknya, ini dimaksudkan untuk memandu Negara-negara Anggota 

melalui proses reformasi struktural, terutama dengan cara menyelaraskan proses 

regulasi dan meningkatkan kerja sama kelembagaan. 

1.1.4. Sentralitas ASEAN dalam Perundingan RCEP 

RCEP, sebagaimana dipimpin oleh ASEAN, diharapkan untuk dapat 

menanamkan 'sentralitas' blok regional dalam arsitektur regional Asia-Pasifik yang 

lebih luas. 'Sentralitas' berasumsi bahwa ASEAN (alih-alih ekonomi yang lebih besar 

seperti Cina, Jepang, AS, atau India) harus menjadi pusat pengembangan arsitektur 

regional Asia-Pasifik yang lebih luas. Ini ditentang di tengah langkah cepat dari 

pengaturan kerja sama ekonomi regional yang berkembang di wilayah tersebut, 

terutama Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dipimpin AS yang diumumkan selama 

KTT APEC pada 2011. RCEP diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan ASEAN 

dalam menyatukan Sepuluh anggotanya dan mitra eksternal untuk pertumbuhan 

ekonomi, pengembangan dan harmonisasi. 

Untuk memperkuat kepemimpinannya dalam RCEP, ASEAN harus 

memanfaatkan ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lebih dikenal sebagai 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai model untuk RCEP. MEA telah 

mencapai tingkat integrasi yang jauh lebih dalam daripada FTA ASEAN+1 dengan 

menetapkan ambisi tinggi dengan proses untuk mendorong inisiatif reformasi negara-

negara anggota. Dengan menggunakan langkah-langkah ini, ASEAN dapat 
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menciptakan posisi tunggal dan umum meskipun ada kesenjangan pembangunan yang 

besar di antara negara-negara anggotanya. Jika meniru MEA, RCEP akan menegakkan 

upaya reformasi ASEAN. 

Perluasan akses pasar tersebut dapat dicapai apabila RCEP telah selesai 

dirumuskan dan telah dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari asas-asas RCEP sebagai 

bentuk dari perjanjian internasional yang berfokus pada kerjasama ekonomi. Secara 

tidak langsung RCEP dapat menjadi awal terbentuknya integrasi ekonomi di kawasan 

Asia. Dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, memudahkan 

interaksi ekonomi antar negara anggota, tentu akan memberi akses yang luas kepada 

pasar. 

Sentralitas ASEAN telah menjadi sebuah wacana dan gagasan yang telah 

melekat dalam perkembangan ASEAN. Dari diskursus yang dibentuk dari berbagai 

dimensi dalam ASEAN, sentralitas ASEAN telah menjadi pendekatan yang umum 

dalam menjelaskan bagaimana ASEAN bersikap sebagai kelompok terhadap isu-isu 

yang berawal dari luar. Namun arti sesungguhnya dan darimana gagasan ini berasal 

masih menjadi tanda tanya besar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, sentralitas 

ASEAN telah menjadi wacana yang menimbulkan perdebatan mengenai apa arti 

sesungguhnya dari wacana ini. Kurangnya sumber dan dokumen resmi dari ASEAN 

mengenai arti dan pendekatan gagasan ini menimbulkan banyak spekulasi akan arti 

yang disesuaikan dengan konteks dari mana gagasan ini dilihat. Penyatuan 16 negara 

dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP menjadi blok 

perdagangan besar (sepertiga dunia) atau hampir separuh penduduk dunia. Artinya, 



	

Universitas Pelita Harapan 17 
	

pembentukan RCEP diharapkan akan menjadi kawasan regional sebagai pusat 

perdagangan dunia. 

1.2. Rumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakang yang telah digambarkan di atas maka ada tiga 

pertanyaan yang muncul sebagai pertanyaan penelitian: (1) Apakah yang mendorong 

ASEAN membentuk kemitraan dagang dengan ke-enam mitra dagangnya?; (2) 

Bagaimana ASEAN menerapkan prinsip sentralitas-nya dalam kerjasama multilateral 

RCEP?; dan (3) Apa sajakah tantangan-tantangan dalam pembentukan perjanjian 

RCEP?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah 

penelitian, tulisan ini ditujukan: 

Untuk mengidentifikasikan perkembangan dan upaya ASEAN dalam 

mengarusutamakan bahwa RCEP akan menjadi perjanjian kemitraan ekonomi yang 

modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan dengan 

membangun perdagangan terbuka dan lingkungan investasi di wilayah untuk 

memfasilitasi perluasan perdagangan regional yang memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan ekonomi global dan pembangunan. 

Selain itu, terlepas dengan segala permasalahan yang dimiliki ASEAN yang 

memiliki perbedaan signifikan akan perekonomian negara anggotanya, dan interaksi 

global yang memandang Cina serta India sebagai kekuatan ekonomi global, peneliti 
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juga akan menganalisa peran sentral ASEAN dalam menjaga nilai-nilai sentralitasnya 

sebagai pencetus inisiasi perundingan kerjasama ekonomi dengan mitra-mitra 

dagangnya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan karena penulis melihat bahwa pembentukan suatu 

kerjasama itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Sehubungan dengan RCEP, 

enam negara non-ASEAN yang dikenal sebagai ASEAN Free Trade Partners (AFP) 

ini menjadi perjanjian yang sangat menarik untuk diteliti yang dimana para peserta dari 

negosiasi RCEP memiliki populasi total lebih dari 3 milyar orang dan pangsa 

perdagangan diperkirakan 27% dari perdagangan global. Semenjak enam belas negara 

yang mempromosikan inisiatif perdagangan ini mendefinisikan Panduan Prinsip dan 

Tujuan untuk negosiasi RCEP pada Agustus 2012, pakta perdagangan ini telah 

dianggap sebagai jalur untuk berkontribusi pada perdagangan bebas. Sehingga dengan 

kata lain, terdapat dua manfaat dari penelitian ini: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan pemikiran terhadap perspektif ekonomi serta politik sebuah 

kerjasama antar-negara terhadap pembentukan dan perluasan regioinalisme, yang 

dimana hal ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi peminat bidang relevan 

kedepannya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan sebuah hasil pemikiran terhadap proses dari perundingan 

kerjasama multilateral dan tantangan dalam penyelesaian sebuah perundingan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penelitian dalam penelitian ini disusun untuk membantu 

memahami setiap pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian. Penjelasan dari 

masing-masing pokok bahasan akan disusun dalam lima bab, yang terdiri dari urutan 

berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini peneliti memberikan pendahuluan yang menjabarkan tentang latar 

belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian ini, manfaat 

penelitian, dan sistematika dari penelitian ini. Dalam Pendahuluan digambarkan secara 

singkat apa saja hal-hal yang membuat Regional Comprehensive Economic 

Partnership merupakan suatu negosiasi Free Trade Agreement yang disepakati oleh 16 

negara: 10 negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, 

Filiphina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN – 

Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.  

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori 

Bab ini menjelaskan kerangka berpikir dan literatur-literatur yagn peneliti 

gunakan dalam penelitian ini, melalui teori dan konsep yang telah dipelajari mengenai 

topik ini.  

Bab III. Metodologi Penelitian 
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Bab ini menguraikan metode penelitian dan alat analisis yang akan digunakan 

dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 

penelitian yang mengandalkan buku-buku teks, jurnal, dokumen-dokumen dan bahan-

bahan tertulis lainnya. Karena masalah yang diteliti ini merupakan masalah yang 

sedang berlangsung, maka penelitian ini juga akan menggunakan teknik wawancara 

dan pengamatan.  

Bab IV. Pembahasan  

Pada bab IV ini peneliti akan membagi menjadi beberapa sub bab yang menjadi 

variabel dependen dan independent dari penelitian ini. 

Bab V. Kesimpulan & Saran 

Pada bab terakhir peneliti akan memberikan kesimpulan dari penelitian ini, 

sebagai hasil yang komprehensif dan mendalam dari apa yang telah peneliti dapat 

melalui penelitian ini. Juga memberikan saran yang mungkin diperlukan utnuk upaya 

peningkatan atau perbaikan penelitian sejenis dimasa depan. 

 


